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TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAI{

KEPALA DAEMH AKHIR TAHUN ANGGAMN 2013

Menimbang : a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH
KABUPATEN REMBANG,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir
Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Siurat

Keputusan Dewan Penrakilan Rakyat Daerah sebagai

rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahar

daerah ke depan ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu adisn'/.r

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatt:rr

Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukarr

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi ,Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paialt Bumi da,.t

Bangunan sebagaimana telah diubalt dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Butni dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah

dan Restribusi sebagaimana diubah dengan Llndang-Urrdar,g

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reslribusi

Daerah;

Undang-Undang Non ror 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehl'n
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

b.

.'t.
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 terltang

PL"ny'elenggaraan Negara yang Bersilt dan Bebas daii Korupsi,

Kolosi dan Nipotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahtrn 2003 tentang Keuangan

l{egara:

7. Un,Jang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ;

t )-.

Undang-L)ndang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pernbentukan

Pcraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengeiolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-tJndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistent

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa llali diubah terakhir dengan

clerrgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undartg Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pem-.rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pernerihtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribt-,si

Daarah;

Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protol<oler dan Keuangan Pimpinan dan Arrggota Dervan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubehan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
I'lornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
l(euangarr Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakrlan Rakyal
I)aerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan hieuangan Badan Layanan Uinurn;

'17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pernerintahan;

/
Peraturan. Penrer;ihtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman
Daerah;
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'r9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahur 2005 tentang Dana

Perimbangan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem

^' 
lnforrnasi Keuangan Daerah:

21 Peraturan Penlerlntah Nomor 2'fahuo 2012 tentang Hlbah

Daerahi

22. PeelvaoPenrerintah Nomor 58 tahtrn 2C05 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun'2005 tentang Pedoman

Ponyrlsunan a"n pun"op"n Standar Peleryanan Minimal;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembitraan

dan Pengawas"t p"tv"[tggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

"'' ia"r".s;t dan Kineria lnstansi Pemerirtah'

26. Peraturan Pemerintah Nomor-- 
Pengesahan, Pengundangan dan

Perundang-undangan ;

tl Tahun 2CO7 tentang

PenYebarluasan Peraturan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

rjenvelenggara'n t"'!ini"ian Daeratn Kepada Pemerintah'

Laporan Keterangan'-i"ft[gunslavraban. 
Kepala Daerah

kepa<ta Dewan PeNva;i;; ilkd Daerah' dan lnformasi

Laporan p"nv"i"ngg]';Ii pu'u'inr"n Daerah kepada

MasYararkat ;

28. Pererturan F-emerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan p"'"t'ran 
-'O"*an oerwakilan Rakyat Daerah

i"-"tiig i"t" Tertib Dewan Perwakilan Rakyat oaerahi u'''

2g.PeraturarrlvlenteriDalamNegeriNornor32tahun20lltentang
Pedoman Pemberian HiU"n'Aln Bantuan Sosial yang bersumber

tlari Anggaran Pendapatan dan Belania E-lae3h sebagaitnana

telah diubah dengan i"t"tut"n Menteri Dalarn Negeri Nomor 39

Talrun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam

lfl;ri No*o, 32 iahun 2011 tentang Pedornan Pemberihan

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

iiO.PeraturanDaerahKabupatenRembangNomor13Tahun2006-- 
i"nt"ng Pokok-Ppkok Pengelolaan Keuangan Dae;ah:

/
/



32.

Peraturan Daerah Kabupaten Remb,ang Nomor 5 Tahun 2013

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan .darr Belanja Daerah

l(abupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

aetrolaimnna telah dlubah dcngan Poraluran Dewan Psrwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Perafuran Dewan Penrakilan Rakyat

Daerah K.abupaten Rembang Nornor I Tahun 20'10 tentang Tata

fertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalrupaten Rembang'

llasil Rapat Paripuma lntern Penetapan Rekomendasi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rernbang atas Laporan
. Keterartgan Pertanggungjawabair Kepala Daerah Akhir Tahun

Anggararr 2013 pada tanggal 26 Mei 2.01 4

[IEMUTUSKAN:

l\,'lemberikan Rel:omendasi ati.s Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Kepala Daerah Al<hir Tahun Anggaran

2013 unt,tk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke

depan sebagatnlana tersebut dalarn larnpiran keputusan ini untuk

ditindaklanjuti.

Kepurusan i;ri mulai berlaku pada tangtgal ditetaokan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26Mei2014

I'rlemperhatikan

Menetapkan

I..ESITU

XEI]UA

LNN RAKYAT DAEMH
EN REil'BANG

u,$,/ +



LAMPIRAN : KEPIj-U S,qN DPRO I!qBUPATEN REMBANG

Nomor ; 02 Tahun 2014
Tanoqal : -26--.l4ei-2914

REKOM EN DAS I DEV/AN PERWAKI I.AN RI.KYAT DAEMII A] AS

Berdasbrkan Penyarnpalan Laporan Keterangan PertanggungJawaban

KepalaDaerahKabupatenRernbangAkhirTahunAnggaran2013dalamRapat
paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 26 Mei 2014 dan rapat-rapat

pembahasan irrternal yang dilakukan, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan

rekomendasi -rekomendasi kepada Kepala Daerair Kabupaten Rembang untuk

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai

berikut :

I BIC,ANG PENDIDIKAN

1. Program unisan wajib peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dart

peran serta pendidik salah satunya melalui kegiatan pelaksanaan

senifikasi pendidik / guru, khusus bagi guruguru swasta sertifikasi

rnerupakan tumpuan hidupnya maka merekomen<ladikan pada

Pemkab Retnbang agar tunjangan sertifikasi guru-guru swasta

diupayakan jangan sering terlambat pencairannya.

2 Suc{ah rnenjadi isu publik bahwa akhir-aklrir ini banyak juga ditengarai

adanya CPNS yang berasal dari K2 yang bermasalah khususnya pada

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatarl yang memiliki data K2

terbanyak untuk itu agar tidak terjadi masalah di kemudian hari

seharusnya Pemerintail Kabupaten Re;nbang segera melakukan

verifikasi faktual,

II. BIDANGKESEI-IATA.N

Seiring dengan perjalanan waktu dan lajunya perkemhangan ekonomi

gtor:al dan cepatnya transformasi yang menCunia membuat kita harus

selalu waspada pada penularan penyakit terutama TB dan HIV-AIDS.

l,,lerekornendasikan agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera

mengadakan akselarasi program 'di bidang kesehatan khususnya

pencegahan Can penanggulangan penyaxit menular seperti 'fB dan

illv - Alfrs yang suCah merambah ke anak sekolah dan jurnlah

pengidap v;rus HIV-AIDS dari DKK sebanyak 152 orang.

Agar BLUD. RSUD di. R. Soetrasno segera melakukan perekrutan

pegawai BLUD Rumah Sakit karena RSTJD Rembang yang sudah

mr.:,rjelma mpniadi BLUD mulai Tahur. 2OOg dirasa perkembangannya

sudah cukua -lunrayan baik dan nrandiri, namun perlu terus

1.

IAPORAN KETEMNGAN PERTANGGUNO tA\^/ARAN



il1.

diupayakan agar mutu dan kualitas pelavanan ditingkatkan terntasuk

l<ami juga rnerekomendasikan agar Pernerintah Kabupaten Rembang

pada tahuh - tahun mendatang dapat r,rengurangi pengalokasian

dcna dari APBO untuk BLUD RSUD Renrbang karena BLUD dapat

melakukan perekrutan pegawai secara manrJiri.

3. Terkait AKB ( Arrgka Kematian Bayi ) dan lKl ( Angka Kematian lbu )

agar penrerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu rnengantisipasi

yarg lebih baik meskipun faktor penyebab penyakit secara tidak

langsung.

tsIDI.ITIG PEMERINTAHAN UMUM

1. Perlu dilakukan bedah pelabuhan untuk rne.rgetahui kesahihan proses-

proses terkait dengan perijinan beserta dokumen-dokumen yang

menilasarinya, status tanah sebagai areal pe..Jabuhan, posisi pemerintah

dan pernerintah daerah serta keterlibatan svrasta dalam bidang

pendar:aan sebagaimana terkait dengan hak-hak para pihak atas

pelabuhan dimaksud sefta status pungutan yang selama ini dilakukan

oleh para pihak terkait dengan aktivitas kepe,-L.:1.,.;,a;-, dl i'-lnl,-;lr,',

Unrurn Nasional Tanjung Bendo Kabupaten Re.nbang.

?. Segera diinisiasikan Raperda terkait kepelabuhanan, mengingat embrio

pelaliuhan sudah ter.bangun, aktivitas kepelabuhanan sudah terjadi

nar,un secara normatif belum ada korrstitusi lokal y'ang mendasarinya

sehingga segala hal yang menyangkut dengan kepelabuhanan

,neinpunyai payung hukum yang jelas.

3. Eks,:kutif agar segera menyerahkan keparJa legislatif (sebagai

rnr;"rlementasi dari tugas pengawasan) terkait dengan data l<2,

seti;rrrjutnya mohon kepada Pemerintah l(abupaten Rembang supaya

nremperjuangkan nasib tenaga - tenaga horrorer, baik Katergori I (Kl)

rnaupun Kategori ll (K2) yang masih tersisa, untuk bisa diangkat

menjadi CPltl.S secara bertahap.

4. Wacana penarikan PNS Sekretaris Desa ke Kantor Kecamatan yang

direncanakan oleh pihak eksekutif agar ditinjau ulang, mengingat beban

kerja yang ada di kecamatan diyakini tidak berbanding luius dengan

stock PNS Sekietaris Desa sehingga berakibat pada over ioad.

5. Agar diadakan penertiban kawasan parkir liar di Pasar Kota Rembang.

,/
I

;
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BIDANG PARIWISATA

Untuk menoukung sektor pariwisata pelrrkab Rembag pada Tahun

2013 telatr mirngalokasikan APBD Rp' 3'747'390'000 artinya dana itu

cukup relatif besar guna mendukung pencapaialr kinerja dan target

bidang keparilvisataan maka dari itu agar Pemkab Rembang selalu

r.;:ngevaluasi kinerja seklor keparlwisataar' dalarn rangka mendororte

o?n !'nengupavakan perbaikan kontribusi baik PAD maupun kenaikan

terhadap PDRB clan jugi' mengantisipasi terjadinya kekacauan -
keracauan di brdang Pat iwisata

BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTAI{AN

Agar l)emerintah Kabupaten Rembang nlen]buat tata niaga pemlrelian

kedelai hasil pertanian, supaya masyarakat termotifasi untuk i'nenanam

kede!ai'

EJIDANG PEMBERDAY,MN MAS\AIRAKAT, PEREMPUAN

DAN }(8.

Kebijakarr Perreiintah pada bidang ini lebih prida peningkatan kapasitas

kelembagaan bahkan begitu menyentuh pacia tingkat aspek

Perlindungan Anak yang akhir-akhir ini sanglat rnemprihatinkan dengan

isrr nasional terl<ait dengan pelecehan seksual pada anak maka'

diharapkan agar Pernerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini

BPIuPKBsegeramelangkahmengambilinisiatif/kebijakanuntuk
mendorong supaya tidak terjadi adanya pelesehan seksual pada anak

!ernr;,rt perlindungan terhadap hak-hak anak

./Ii. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAf'{ ASET DAERAH

1. Untuk men'lapatkan progres atas pelaksanaan Perda tentang Parkir

Berlanr;ganan di wilayah Kabupaten Rernbang, jangan sampai ilntara

perencanaan dan pelaksanaannya tidak sepadan dan tidak sei:nbang'

2. Agar Pemkab Rembang mengupayakan penlngKatarr i:nD '.'i"'i '-i";:
Pertarnbangan/galian Gol C ( Mineral Bukzrn Logam dan Batuan )

vl.

vlil. B|D/'NG PERENCAIyAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
/

1 . Sir,kronisasi antara perencanaan pembanElunan dengan realisasi

kegiatannya agar lebih ditingkatkan supaya arah pemtrangunan sesuai

dengan rerlcaryh yang telah ditetapkan.



2.

3.

4.

Perirbangunan jalan dan jembatan di Kabtrpaten Rernbang s/d tahun

2013 belum bagus (mulus) seperti yang dituangkan di dalam Visi dan

Misi BtrPati Rernbang Pada RPJMD '

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan kualitas

ja:an antar Kecamatan dan jalan poros drasa menjadi nrulus (berhotmix

,' beton) sesuai dengan kondisi masing-nrasing daerah'

Pada Biclang Sumberdaya Air supaya ada program terobosan yang

sesuai clengan iklim Kabupaten Remhang yang tadah hu'ian dan

sar,gat terbatas curah hujannya (misalnya membuat lebih banyak cek

darrr/ bendung kecil di daerah aliran sungai)'

5. Permasalatran embung,Panohan agar segera diselesaikan supaya bisa

segera dimanfaatkan masyarakat, bail< untr'rk kebutuhan air bersitr

maupun untul( Pertanian.

6. Ketersediaan anggaran pembebasan lahan untuk Emburrg Kaliombo

segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang karena

anEgaran pembangunannya sudah tersedia dari dana APBN'

7. Beh.rnr terpenuhinya 30% ruang terbuka hiiau di Kota Rembang' untuk

itu kedep,an Femerintah Kabupaten harus menyediakan anggarannya

dan lokasinYa.

8. Bidang Cipta l(arya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Persampahan dan

Gorong-Gorong pacla Dinas Pekerjaan lJmurn agar di;aCikan sat-

Jinas tersendiri karetra beban pekerjaan yang sangat besar dan

keterbatasan iumlah pegawai, sehingga masing- masing dapat bekerja

lebih oPtimal.

lX. BlDr\lrlG PEI',IANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Untuk rnempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah

l(ahtlpatenRernbangagarmobilpemadamkebakaranditempatkan

C. tiga wilayah ',barat, tengah clan timur)'

2. tlntr.rk memperrnudah kinerja sesuai clengan tugas pokok dan fungsi

BPBD,makapenanganankebakarany'argsemtrlaberaoadiDinasPU

agar Cimasukkan menjadi tugas BPBD de;rgan mengubah Perda

St)TK

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAII
/ MBUPATf:fl REMBAT'IG


